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BUPATI TANAH LAUT  

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 65 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 34 TAHUN 2022 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, DAN 

PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang :  bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 

57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan hasil rapat 

evaluasi Tim TPP tanggal 16 Juni 2022, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga 

Kesehatan, dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234)  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyertaan Jabatan Adminstrasi Kedalam Jabatan 
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Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 525); 

18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2021 Nomor 114); 

19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Dan Pejabat 

Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 34); 

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 57); 

 

 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, 

TENAGA KESEHATAN, DAN PEJABAT STRUKTURAL 

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 

2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan 

Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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BAB XIA 

MEKANISME PANJATUHAN SANKSI 

 

2. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22A 

 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibuat 

berupa rekapitulasi. 

(2) Rekapitulasi laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan ke 

Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 

(3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (2) dan ayat (3) dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) maka Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah memberikan 

rekomendasi.  

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan 

sanksi. 

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan pada bulan 

berikutnya. 

 

3. Pasal 25 dihapus. 

 

4. Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi 

Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Dan Pejabat 

Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 28 Juni 202223 

Maret 20223 aret 021 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

  Ttd 

     

H.  SUKAMTA  

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 28 Juni 202223 Maret 20223 Maret 2021 

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT,    

  

 TtdTtd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 65 34 


